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Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan 

bagimu. 

(QS. Al- Ghaafir ayat 60) 

 

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata 

kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia 

(QS. Yasin ayat 82) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan iuran yang diambil secara paksa lalu diberikan kepada negara 

dimana menurut peraturan perpajakan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk  menyelenggarakan pemerintahan dan 

pembangunan di negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan instituasi 

pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi negara perpajakan modern yang 

efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. 

Direktorat Jendral Pajak (DJP) bertugas”menghimpun”penerimaan”pajak negara 

berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian 

pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi 

perpajakan yang efektif dan efisien, semakin bersungguh-sungguh dalam melakukan 

program semakin optimal penerimaan sektor pajak. 

Pada 1 Januari 1984 pemerintah membuat suatu pembaharuan sistem perpajakan 

yang telah diperbarui dengan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara 

Perpajakan Tahun 2000 tentang perubahan sistem perpajakan yang disebut self assessment. 

Prinsip self assessment menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 12 

ayat (1) dimana setiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan secara mandiri  utang pajak terutang 

menurut ketentuan perpajakan.
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Kepatuhan diperlukan pada peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak 

akan meningkat. Kepatuhan sangat diperlukan sebagai upaya untuk menjamin 

tersedianya dana yang ada bagi negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam 

rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran negara.   

KPP Pratama Palembang Ilir Timur melakukan proses dalam kegiatan penagihan 

pajak terhadap wajib pajak melalui surat teguran dan surat paksa untuk memaksimalkan 

penerimaan pajak. Penagihan dilakukan karena adanya tunggakan pajak yang terutang. 

Jumlah tunggakan pajak yang ada di KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Tunggakan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur 

Tahun Tunggakan Pajak Pencairan Tunggakan 

2016 124.759.354.000 1.301.990.000 

2017 587.981.276.230 2.667.300.998 

2018 897.879.679.778 15.364.255.925 

Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2018 

Penagihan dengan surat teguran yang sudah dilaksanakan sering kali mendapati 

wajib pajak tidak melunasi pajaknya walaupun sudah diberikan tindakan penagihan 

pasif berupa dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak (STP) , sehingga jika dalam waktu 21 

hari jatuh tempo setelah penerbitan surat teguran namun penanggung pajak belum 

melunasi hutang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa. Penagihan pajak dengan 

surat paksa dikeluarkan oleh KPP dan harus dibayar dalam waktu 2X24 jam. ST maupun 

SP yang terbit terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari tahun ketahun baik surat 

teguran maupun surat paksa yang diterbitkan tidak mencapai target yang diharapkan 

bahkan persentase yang terjadi kurang dari 50%. Realisasi penagihan pajak penghasilan 

dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak” Pratama Palembang 

Ilir Timur: 
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Tabel 2. ;Penagihan Pajak Penghasilan Badan melalui Surat Teguran 

Tahun 

Penerbitan 

Surat”Teguran 

/Pencairan Surat 

Teguran Persentase 

(%) 
Lembar Rp Lembar Rp 

2016 5806 74.285.806.660 1622 19.581.461.068 27.93% 

2017 14984 73.779.688.836 1518 15.267.675.032 10.13% 

2018 14384 35.698.304.418 5746 11.365.352.433 39.94% 

Sumber : Seksi Penagihan, KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2018 

Menurut tabel 2 diatas penerbitan ST dari tahun 2016 hingga tahun 2018 baik 

lembar maupun nominalnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan 

paling signifikan terjadi pada tahun 2017 dan 2018 namun tidak diimbangi dengan 

jumlah pencairan tunggakan yang diterima. Data realisasi penagihan pajak 

penghasilan badan dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Palembang Ilir Timur dapat dilihat”pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3. Penagihan Pajak Penghasilan Badan dengan Surat Paksa 

Tahun

” 

Penerbitan”Surat”Paksa Pencairan:Surat Paksa /Persentase 

(%) Lembar Rp: Lembar Rp” 

2016 1487 5.356.269.618 896 10.301.559.790 60.25% 

2017 2534 8.329.043.553 784 11.356.041.510 30.93% 

2018 2204 8.311.030.443 933 4.595.057.806 42.33% 

Sumber : Seksi Penagihan, KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2018 

Pada tabel 3 diketahui bahwa adanya peningkatan jumlah penerbitan lembar 

surat paksa di KPP di tahun 2016 sampai tahun 2018 diikuti dengan penurunan nilai 
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pencairan tunggakan pajak. Penerimaan pajak yang terjadi pada tahun 2018 malah 

mengalami penurunan pencairan. 

 Penerimaan yang diperoleh dari Surat Teguran dan Surat Paksa tidak bisa 

menutup seluruh nilai Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan, sehingga hal 

tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan ST dan SP di 

KPP Pratama Palembang Ilir Timur belum berjalan maksimal. Seksi Penagihan Pajak 

di KPP Pratama Palembang Ilir Timur juga menjadi salah satu faktor penting dalam 

proses penagihan tunggakan pajak yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya 

proses penagihan tunggakan pajak tersebut.  

Masalah ini bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2000 

Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pelaksanaan penagihan dengan 

menggunaan surat teguran dan surat paksa sangat diperlukan untuk membangun 

kepatuhan pada wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan dan mengurangi 

tunggakan wajib pajak. Berdasarkan data dan tabel diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai “Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan 

Badan Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kota Palembang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar”belakang masalah diatas maka permasalahan 

yang diteliti Adalah: 

Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak penghasilan”badan”melalui”Surat 

Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

Tujuan dari masalah yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut: 
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Untuk menganalisis proses pelaksanaan penagihan pajak dan mengetahui 

kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan penagihan pajak penghasilan badan 

melalui ST dan SP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Palembang 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya berkaitan dan 

konsentrasi Manajemen Publik dalam hal kajian mengenai pelaksanaan Penagihan 

Pajak. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 

penagihan dan memberikan saran dalam mengambil langkah yang tepat dalam 

rangka mengatasi hambatan kegiatan pelaksanaan penagihan dengan ST dan SP 

sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 
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